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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan 

Persandian Kabupaten Mamuju merupakan salah satu siklus perencanaan 

pembangunan yang diawali dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 

pengendalian sampai dengan evaluasi hasil. Evaluasi hasil Rencana Kerja 

DISKOMINFOSIP Kabupaten Mamuju dilakukan setiap semester berdasarkan 

data realisasi kinerja dan anggaran tahun berjalan. 

Berdasarkan amanat Pasal 259 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dalam rangka 

pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan 

Persandian Kabupaten Mamuju perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah 

yang di singkat RENJA Perangkat Daerah. 

Evaluasi hasil pelaksanaan RENJA Dinas Komunikasi, Informatika, 

Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Mamuju Tahun 2025 disusun 

berdasarkan target kinerja sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan RENJA 

Tahun 2025 dan diselaraskan realisasi anggaran program/kegiatan pada Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025 serta Dokumen Perubahan 

Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2025, melalui mekanisme 

analisis terhadap konsistensi program, kegiatan, indikator, target, lokasi, kelompok 

sasaran, dan alokasi pendanaan indikatif dengan program, kegiatan, indikator, 

target, lokasi, kelompok sasaran, dan alokasi pendanaan pada dokumen 

pelaksanaan anggaran untuk menemukan faktor-faktor pendorong dan 

penghambatnya baik teknis maupun non teknis serta alternatif pemecahan/tindak 

lanjut yang akan dilakukan. 

 
1.2.  Dasar Hukum  

Dasar Hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Laporan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan 

Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025 antara lain :  
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1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140) 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817) 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

114); 

6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan 

Daerah; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju 

Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Nomor 70 Tahun 2016); 
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11. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju No. 2 Tahun 2021 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju 

Tahun 2021-2026; 

12. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis 

Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 

13. Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Nomor 31 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Perangkat Daerah; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025 

(Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 8); 

15. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2025. 

 
1.3. Maksud dan Tujuan 

Adapun maksud dari penyusunan laporan evaluasi Rencana Kerja Dinas 

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju untuk 

mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025, reviu isu 

strategis pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 selanjutnya dijadikan 

acuan untuk menyusun Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik 

dan Persandian Kabupaten Mamuju tahun selanjutnya. 

Adapun tujuan di susunnya Laporan Evaluasi Rencana Kerja 

DISKOMINFOSIP Kabupaten Mamuju Tahun 2025 antara lain : 

1. Untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, kelompok 

sasaran dan penyerapan dana dan kendala yang dihadapi; 

2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat keberhasilan pencapaian 

kinerja program dalam rangka mendukung capaian target kinerja tahunan 

sasaran; 

3. Untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kelompok sasaran dan 

penyerapan dana indikatif kegiatan RENJA Perangkat Daerah dicapai dalam 

mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat 

Daerah serta sasaran dan prioritas pembangunan daerah; 

4. Sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun RENJA tahun berikutnya. 
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1.4. Manfaat 

Hasil evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 dapat digunakan 

sebagai :  

1. Bahan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) untuk tahun berikutnya;  

2. Indikator penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;  

3. Indikator penilaian kinerja Perangkat Daerah; dan  

4. Bahan penilaian pencapaian rencana aksi program dan kegiatan pembangunan 

daerah dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. 

 
 1.5. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025 

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten 

Mamuju dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 mengacu pada Rencana 

Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 dimana RENSTRA itu sendiri disusun 

berdasarkan acuan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Mamuju 2021-2026 yang di dalamnya termuat Visi dan Misi 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2021-2024. 

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah, DISKOMINFOSIP Kabupaten Mamuju ikut berpartisipasi 

dalam pencapaian Misi ke Satu dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah 

kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut :  
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Tabel 1.1 
Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju 

dalam Kaitannya dengan Dukungan 
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 

Kabupaten Mamuju 
 

Visi : 
“ Mamuju Keren (Terwujudnya Masyarakat Mamuju Kreatif, Edukatif, Ramah, 

Energik, dan Nyaman) “ 

Misi Satu : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Meningkatnya 
Kualitas dan 
Pelayanan 
Komunikasi, 
Informatika 
dan 
Persandian 

Meningkatnya 
Diseminasi 
Informasi dan 
Komunikasi 
Publik 

Meningkatnya 
Pengelolaan 
Informasi dan 
Komunikasi Publik 

1. Peningkatan 
Penyediaan dan 
Pengelolaan Informasi 
dalam rangka 
Keterbukaan Informasi 
Publik 

2. Peningkatan 
Diseminasi Informasi 
melalui 
Pendayagunaan Media 
Informasi untuk 
Mengurangi 
Kesenjangan Informasi 

3. Peningkatan Produksi 
Konten Informasi Publik 

4. Peningkatan 
Pengembangan dan 
Pemberdayaan 
Lembaga Komunikasi 
Sosial Masyarakat 

5. Peningkatan Kualitas 
SDM dan peran serta 
Pejabat Pengelola 
Informasi Publik 

 Meningkatnya 
Kualitas 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan 
Berbasis 
Elektronik 

Pengembangan 
Infrastruktur 
teknologi informasi 
dalam 
pelaksanaan 
pemerintahan 

Peningkatan Infrastruktur 
jaringan internet berbasis 
Fiber Optic (FO) 

Meningkatnya 
Layanan 
Pemerintahan 
yang Berbasis 
Teknologi 
Informasi dan 
Komunikasi (TIK) 

1. Perumusan Kebijakan 
dan regulasi sistem 
Pemerintahan Berbasis 
Elektronik (SPBE) 

2. Peningkatan Layanan 
Website, Pelayanan 
Publik dan Kegiatan 
Pemerintah Daerah 

3. Peningkatan Layanan 
Manajemen Data dan 
Informasi Elektronik 
Pemerintah Daerah 

4. Peningkatan Kualitas 
sumberdaya manusia 
Bidang Teknologi 
Informasi dan 
Komunikasi (TIK) 
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 Meningkatnya 
Keamanan 
Informasi melalui 
Penyelenggaraan 
Persandian 

Meningkatnya 
Penyelenggaraan 
Pengamanan 
Informasi 
Pemerintah 
Daerah 

Peningkatan 
Pengembangan Kualitas 
Layanan Keamanan 
Informasi 

 Terselenggaranya 
birokrasi 
Perangkat 
Daerah yang 
efektif, efisien dan 
beriorentasi 
pelayanan prima 

Menyusun 
Perencanaan dan 
Pengendalian 
Pelaksanaan serta 
Monitoring dan 
Evaluasi Kinerja 
Dinas Komunikasi, 
Informatika, 
Statistik dan 
Persandian yang 
Berkualitas 

1. Perencanaan Urusan 
Komunikasi, Informatika 
dan Persandian 
berbasis kinerja 

2. Pendampingan 
pelaksanaan program 
dan kegiatan urusan 
Komunikasi, Informatika 
dan Persandian 

3. Evaluasi Kinerja Dinas 
Komunikasi, Informatika, 
Statistik dan Persandian 
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BAB II  

KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RENJA 

 

Perencanaan dan penganggaran merupakan rangkaian kegiatan dalam 

satu kesatuan dan merupakan suatu siklus yang mempunyai hubungan yang erat dan 

bersifat realistis, tepat sasaran dan konsisten. 

Keterkaitan perencanaan dan penganggaran tercermin melalui proses 

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran 

merupakan instrumen penting bagi pemerintah dalam menetukan prioritas 

pembangunan. Output atau hasil akhir dari proses perencanaan pembangunan 

digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD. 

Kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran sangatlah 

penting. Hal ini diharapkan akan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan 

meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan 

publik sehingga akan berdampak pada tujuan pembangunan daerah. 

Ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dengan APBD akan 

mengganggu pelaksanaan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam APBD 

sehingga pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah menjadi sia-sia, tidak jelas dan 

mengakibatkan pemborosan anggaran. 

Untuk mengetahui lebih lanjut konsistensi perencanaan dan penganggaran 

RENJA Perangkat Daerah perlu dilakukan analisis terhadap konsistensi program, 

kegiatan, indikator, target, lokasi, kelompok, sasaran, dan alokasi pendanaan indikatif 

Akhir Tahun RENJA Perangkat Daerah dengan program, kegiatan, indikator, target, 

lokasi, kelompok sasaran, dan alokasi pendanaan pada realisasi Akhir Tahun pada 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah. 
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Tabel 2.1 

Konsistensi Perencanaan dan Rencana Kerja Perangkat Daerah 

Kode 

RENJA Perangkat Daerah Dokumen Anggaran Setelah Pergeseran 

Program / Kegiatan / 
Sub Kegiatan 

Lokasi  Indikator Kinerja 
Target 

Capaian  
Pagu Indikatif 

Program / Kegiatan / 
Sub Kegiatan 

Lokasi  Indikator Kinerja 
Target 

Capaian  
Anggaran 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

SASARAN PROGRAM           

Terselenggaranya birokrasi OPD yang efektif, efisien dan berorientasi pelayanan prima           

2 16 01 

PROGRAM 
PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 

  
Indeks kualitas penunjang  
urusan pemerintah daerah 

100%   

PROGRAM 
PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 

  
Indeks kualitas penunjang  
urusan pemerintah daerah 

100%   

2 16 01 2.01 

Perencanaan, 
Penganggaran   dan   
Evaluasi   Kinerja   
Perangkat Daerah 

Kabupat
en 

Mamuju 
Mamuju  

Jumlah Dokumen 
Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi  
Kinerja Perangkat Daerah 

100%   

Perencanaan, 
Penganggaran   dan   
Evaluasi   Kinerja   
Perangkat Daerah 

Kabupate
n Mamuju 
Mamuju  

Jumlah Dokumen  
Perencanaan,  
Penganggaran, dan 
Evaluasi  
Kinerja Perangkat Daerah 

100%   

2 16 01 2.01 
01 

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Kabupat
en 

Mamuju 
Mamuju  

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

2 
Dokumen 

4.868.500 
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Kabupaten 
Mamuju 
Mamuju  

Jumlah Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

4 
Dokume

n 
22.971.000 

2 16 01 2.01 
02 

Koordinasi dan 
Penyusunan Dokumen 
RKA - SKPD 

Kabupat
en 

Mamuju 
Mamuju  

Jumlah Dokumen RKA-SKPD 
dan Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD 

2 
Dokumen 

9.252.000 
Koordinasi dan 
Penyusunan Dokumen 
RKA - SKPD 

Kabupaten 
Mamuju 
Mamuju  

Jumlah Dokumen RKA-SKPD 
dan Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD 

2 
Dokume

n 
5.078.750 

2 16 01 2.01 
04 

Koordinasi dan 
Penyusunan Dokumen 
DPA - SKPD 

Kabupat
en 

Mamuju 
Mamuju  

Jumlah Dokumen DPA-SKPD 
dan Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen DPA-
SKPD 

2 
Dokumen 

2.452.000 
Koordinasi dan 
Penyusunan Dokumen 
DPA - SKPD 

Kabupaten 
Mamuju 
Mamuju  

Jumlah Dokumen DPA-SKPD 
dan Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen DPA-
SKPD 

2 
Dokume

n 
1.673.000 

2 16 01 2.01 
07 

Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Kabupat
en 

Mamuju 
Mamuju  

Jumlah Laporan Evaluasi 
Kinerja   Perangkat Daerah 

4 Laporan 5.609.000 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Kabupaten 
Mamuju 
Mamuju  

Jumlah Laporan Evaluasi 
Kinerja   Perangkat Daerah 

4 
Laporan 

3.168.000 

2 16 01 2.02 
Administrasi 
Keuangan Perangkat 
Daerah 

Kabupat
en 

Mamuju 
Mamuju 

Jumlah Laporan  
Pertanggungjawaban 
Keuangan 

100%   
Administrasi 
Keuangan Perangkat 
Daerah 

Kabupate
n Mamuju 
Mamuju 

Jumlah Laporan  
Pertanggungjawaban 
Keuangan 

100%   
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2 16 01 2.02 
01 

Penyediaan Gaji dan 
tunjangan ASN  

Kabupat
en 

Mamuju 
Mamuju  

Jumlah Orang yang Menerima 
Gaji dan Tunjangan ASN 

34 Orang/ 
Bulan 

2.611.212.509 
Penyediaan Gaji dan 
tunjangan ASN  

Kabupaten 
Mamuju 
Mamuju  

Jumlah Orang yang Menerima 
Gaji dan Tunjangan ASN 

34 
Orang/ 
Bulan 

2.737.776.057 

2 16 01 2.02 
03 

Pelaksanaan 
Penatausahaan 
Keuangan dan 
Penggujian / Verifikasi 
Keuangan SKPD 

Kabupat
en 

Mamuju 
Mamuju  

Jumlah Dokumen 
Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan 
SKPD 

12 
Dokumen 

85.160.000 

Pelaksanaan 
Penatausahaan 
Keuangan dan 
Penggujian / Verifikasi 
Keuangan SKPD 

Kabupaten 
Mamuju 
Mamuju  

Jumlah Dokumen 
Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

12 
Dokume

n 
51.376.000 

2 16 01 2.02 
07 

Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Keuangan 
Bulanan/Triwulan/Seme
steran SKPD 

Kabupat
en 

Mamuju 
Mamuju  

Jumlah Laporan Keuangan 
Bulanan/ Triwulanan/ 
Semesteran SKPD dan Laporan 
Koordinasi Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semestera
n SKPD 

12 
Laporan 

15.956.000 

Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Keuangan 
Bulanan/Triwulan/Seme
steran SKPD 

Kabupaten 
Mamuju 
Mamuju  

Jumlah Laporan Keuangan 
Bulanan/ Triwulanan/ 
Semesteran SKPD dan 
Laporan Koordinasi 
Penyusunan Laporan 
Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semester
an SKPD 

12 
Laporan 

11.393.800 

2 16 01 2.03 
Administrasi Barang 
Milik Daerah pada 
Perangkat Daerah 

Kabupat
en 

Mamuju 
Mamuju  

Cakupan Administrasi Barang 
Milik Daerah pada Perangkat 
Daerah 

100%   
Administrasi Barang 
Milik Daerah pada 
Perangkat Daerah 

Kabupate
n Mamuju 
Mamuju  

Cakupan Administrasi 
Barang Milik Daerah pada 
Perangkat Daerah 

100%   

2 16 01 2.03 
06 

Penatausahaan Barang 
Milik Daerah pada 
SKPD 

Kabupat
en 

Mamuju 
Mamuju  

Jumlah Laporan Penatausahaan 
Barang Milik Daerah pada 
SKPD 

12 
Laporan 

11.670.000 
Penatausahaan Barang 
Milik Daerah pada 
SKPD 

Kabupaten 
Mamuju 
Mamuju  

Jumlah Laporan 
Penatausahaan Barang Milik 
Daerah pada SKPD 

12 
Laporan 

6.297.000 

2 16 01 2.06 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Kabupat
en 

Mamuju 
Mamuju  

Jumlah Laporan Penyediaan  
Barang dan Jasa 

100%   
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Kabupate
n Mamuju 
Mamuju  

Jumlah Laporan 
Penyediaan  
Barang dan Jasa 

100%   

2 16 01 2.06 
02 

Penyediaan Peralatan 
dan Perlengkapan 
Kantor 

Kabupat
en 

Mamuju 
Mamuju 

Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 

1 Paket 3.202.000 
Penyediaan Peralatan 
dan Perlengkapan 
Kantor 

Kabupaten 
Mamuju 
Mamuju 

Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 

1 Paket 1.331.600 

2 16 01 2.06 
04 

Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

Kabupat
en 

Mamuju 
Mamuju 

Jumlah Paket Bahan Logistik 
Kantor yang Disediakan 

2 Paket 14.308.000 
Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

Kabupaten 
Mamuju 
Mamuju 

Jumlah Paket Bahan Logistik 
Kantor yang Disediakan 

2 Paket 3.899.600 

2 16 01 2.06 
05 

Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Kabupat
en 

Mamuju 
Mamuju 

Jumlah Paket Barang Cetakan 
dan Penggandaan yang 
Disediakan 

3 Paket 4.752.000 
Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Kabupaten 
Mamuju 
Mamuju 

Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan Penggandaan 
yang Disediakan 

1 Paket 792.000 
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2 16 01 2.06 
09 

Penyelenggaraan rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

Kabupat
en 
Mamuju 
Mamuju  

Jumlah Laporan      
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

12 
Laporan 

201.705.000 
Penyelenggaraan rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

Kabupaten 
Mamuju 
Mamuju  

Jumlah Laporan      
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

12 
Laporan 

81.933.430 

2 16 01 2.07 

Pengadaan Barang 
Milik daerah 
Penunjang urusan 
Pemerintah Daerah 

Kabupat
en 

Mamuju 
Mamuju  

Jumlah Laporan Pengadaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

100%   

Pengadaan Barang 
Milik daerah 
Penunjang urusan 
Pemerintah Daerah 

Kabupate
n Mamuju 
Mamuju  

Jumlah Laporan Pengadaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

100%   

2 16 01 2.07 
05 

 Pengadaan Mebel  

Kabupat
en 

Mamuju 
Mamuju  

Jumlah Paket Mebel yang 
Disediakan 

1 Paket 19.020.000  Pengadaan Mebel  
Kabupaten 

Mamuju 
Mamuju  

Jumlah Paket Mebel yang 
Disediakan 

0 Unit 0 

2 16 01 2.07 
06 

 Pengadaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya  

Kabupat
en 

Mamuju 
Mamuju  

Jumlah Unit Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 
Disediakan 

5 Unit 83.192.000 
 Pengadaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya  

Kabupaten 
Mamuju 
Mamuju  

Jumlah Unit Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 
Disediakan 

5 Unit 51.846.000 

2 16 01 2.08 
Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintah 

Kabupat
en 

Mamuju 
Mamuju  

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

100%   
Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintah 

Kabupate
n Mamuju 
Mamuju  

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

100%   

2 16 01 2.08 
02 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik  

Kabupat
en 

Mamuju 
Mamuju  

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik yang Disediakan 

12 
Laporan 

239.132.000 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik  

Kabupaten 
Mamuju 
Mamuju  

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik yang 
Disediakan 

12 
Laporan 

239.132.000 

2 16 01 2.08 
04 

Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor  

Kabupat
en 

Mamuju 
Mamuju  

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Pelayanan Umum Kantor 
yang Disediakan 

12 
Laporan 

36.696.900 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor  

Kabupaten 
Mamuju 
Mamuju  

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Pelayanan Umum 
Kantor yang Disediakan 

12 
Laporan 

35.685.870 

2 16 01 2.09 

Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah  

Kabupat
en 

Mamuju 
Mamuju  

Jumlah laporan Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

100%   

Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah  

Kabupate
n Mamuju 
Mamuju  

Jumlah laporan 
Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

100%   

2 16 01 2.09 
02 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak 
dan Perizinan 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan  

Kabupat
en 

Mamuju 
Mamuju  

Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 
yang Dipelihara dan dibayarkan 
Pajak dan Perizinannya 

7 Unit 45.619.200 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak 
dan Perizinan 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan  

Kabupaten 
Mamuju 
Mamuju  

Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 
yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya 

7 Unit 17.431.550 

2 16 01 2.09 
06 

Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

Kabupat
en 

Mamuju 
Mamuju  

Jumlah   Peralatan   dan   Mesin   
Lainnya   yangDipelihara 

16 Unit 8.000.000 
Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

Kabupaten 
Mamuju 
Mamuju  

Jumlah   Peralatan   dan   
Mesin   Lainnya   
yangDipelihara 

10 Unit 4.450.000 
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2 16 01 2.09 
09 

 
Pemeliharaan/Rehabilita
si Sarana dan 
Prasarana  
Pendukung Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya  

Kabupat
en 

Mamuju 
Mamuju  

Jumlah Sarana dan Prasarana    
Pendukung Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/ Direhabilitasi 

1 Unit 5.064.000 

 
Pemeliharaan/Rehabilita
si Sarana dan 
Prasarana  
Pendukung Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya  

Kabupaten 
Mamuju 
Mamuju  

Jumlah Sarana dan 
Prasarana    Pendukung 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/ Direhabilitasi 

1 Unit 2.335.000 

SASARAN PROGRAM           

Meningkatnya diseminasi informasi dan komunkasi publik           

2 16  URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA           

2 16 02 

 PROGRAM 
PENGELOLAAN 
INFORMASI DAN 
KOMUNIKASI PUBLIK  

Kabupat
en 

Mamuju 
Mamuju  

Persentase masyarakat yang 
menjadi sasaran penyebaran 
informasi publik mengetahui 
kebijakan dan program 
prioritas  100% 

  
 PROGRAM 
PENGELOLAAN 
INFORMASI DAN 
KOMUNIKASI PUBLIK  

Kabupate
n Mamuju 
Mamuju  

Persentase masyarakat 
yang menjadi sasaran 
penyebaran informasi 
publik mengetahui 
kebijakan dan program 
prioritas  100% 

  

Persentase konten informasi 
terkait program dan kebijakan 
pemerintah yang dipublikasi  

  

Persentase konten 
informasi terkait program 
dan kebijakan pemerintah 
yang dipublikasi  

  

2 16 02 2.01 

Pengelolaan Informasi 
dan Komunikasi Publik 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota 

Kabupat
en 

Mamuju 
Mamuju  

Persentase diseminasi dan 
layanan informasi publik yang 
dilaksanakan sesuai dengan 
strategi komunikasi dan SOP 
yang telah ditetapkan 100% 

  Pengelolaan Informasi 
dan Komunikasi 
Publik Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Kabupate
n Mamuju 
Mamuju  

Persentase diseminasi dan 
layanan informasi publik 
yang dilaksanakan sesuai 
dengan strategi komunikasi 
dan SOP yang telah 
ditetapkan 

100% 

  

Persentase konten informasi 
terkait program dan kebijakan 
pemerintah yang dipublikasi 

  

Persentase konten 
informasi terkait program 
dan kebijakan pemerintah 
yang dipublikasi 

  

2 16 02 2.01 
14 

 Relasi Media  

Kabupat
en 

Mamuju 
Mamuju  

Jumlah Aktivitas Relasi Media 
Kepada Media yang Memenuhi 
Kriteria sebagai berikut: 1. 
Terverifikasi Dewan Pers, dan 2. 
Terdaftar di Dinas Kominfo, dan 
3. Aktif Dalam Kegiatan Relasi 
Media 

12 
Laporan 

161.272.000  Relasi Media  
Kabupaten 

Mamuju 
Mamuju  

Jumlah Aktivitas Relasi Media 
Kepada Media yang 
Memenuhi Kriteria sebagai 
berikut: 1. Terverifikasi Dewan 
Pers, dan 2. Terdaftar di 
Dinas Kominfo, dan 3. Aktif 
Dalam Kegiatan Relasi Media 

12 
Laporan 

80.802.740 

2 16 02 2.01 
15 

Kemitraan Komunikasi 
dengan Komunitas 
Informasi Masyarakat 

Kabupat
en 

Mamuju 
Mamuju  

Jumlah Komunitas Informasi 
yang Aktif Mendiseminasikan 
Informasi dan Terdaftar di Dinas 
Kominfo 

60 
Komunita

s 
42.450.000 

Kemitraan Komunikasi 
dengan Komunitas 
Informasi Masyarakat 

Kabupaten 
Mamuju 
Mamuju  

Jumlah Komunitas Informasi 
yang Aktif Mendiseminasikan 
Informasi dan Terdaftar di 
Dinas Kominfo 

60 
Komunit

as 
28.726.500 
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2 16 02 2.01 
17 

 Pelayanan Informasi 
Publik  

Kabupat
en 

Mamuju 
Mamuju  

Jumlah Permohonan Informasi 
Publik Yang Diselesaikan 
Sesuai Peraturan Perundangan 

12 
Laporan 

7.032.000 
 Pelayanan Informasi 
Publik  

Kabupaten 
Mamuju 
Mamuju  

Jumlah Permohonan 
Informasi Publik Yang 
Diselesaikan Sesuai 
Peraturan Perundangan 

12 
Laporan 

2.361.500 

2 16 02 2.01 
19 

 Monitoring Informasi 
Kebijakan, Opini, dan 
Aspirasi Publik  

Kabupat
en 

Mamuju 
Mamuju  

Jumlah Rekomendasi 
Komunikasi Terhadap Isu Publik 
Yang Berkembang Dari Usulan 
Agenda Komunikasi Prioritas 
Pemerintah Daerah 

12 
Laporan 

33.197.000 
 Monitoring Informasi 
Kebijakan, Opini, dan 
Aspirasi Publik  

Kabupaten 
Mamuju 
Mamuju  

Jumlah Rekomendasi 
Komunikasi Terhadap Isu 
Publik Yang Berkembang Dari 
Usulan Agenda Komunikasi 
Prioritas Pemerintah Daerah 

12 
Laporan 

0 

2 16 02 2.01 
20 

 Diseminasi Informasi   

Kabupat
en 

Mamuju 
Mamuju  

Persentase Khalayak Yang 
Terpapar Informasi Publik 

100% 28.226.000  Diseminasi Informasi   
Kabupaten 

Mamuju 
Mamuju  

Persentase Khalayak Yang 
Terpapar Informasi Publik 

100% 31.489.000 

2 16 02 2.01 
21 

Pengelolaan Media 
Komunikasi Publik  

Kabupat
en 

Mamuju 
Mamuju  

Jumlah Media Komunikasi 
Publik Milik Pemerintah Daerah 
yang Dikelola Maupun 
Pemanfaatan Media Berbayar 
Sesuai Kriteria/Juknis 

1 Media 51.568.000 
Pengelolaan Media 
Komunikasi Publik  

Kabupaten 
Mamuju 
Mamuju  

Jumlah Media Komunikasi 
Publik Milik Pemerintah 
Daerah yang Dikelola Maupun 
Pemanfaatan Media Berbayar 
Sesuai Kriteria/Juknis 

1 Media 0 

2 16 02 2.01 
22 

 Penyusunan Konten  

Kabupat
en 

Mamuju 
Mamuju  

Jumlah Konten Informasi Publik 
12 

Laporan 
33.020.400  Penyusunan Konten  

Kabupaten 
Mamuju 
Mamuju  

Jumlah Konten Informasi 
Publik 

12 
Laporan 

40.928.000 

SASARAN PROGRAM           

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik           

2 16 03 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 
APLIKASI 
INFORMATIKA  

Kabupat
en 

Mamuju 
Mamuju  

Persentase Organisasi 
Perangkat Daerah yang telah 
menerapakan layanan SPBE 

    

PROGRAM 
PENGELOLAAN 
APLIKASI 
INFORMATIKA  

Kabupate
n Mamuju 
Mamuju  

Persentase Organisasi 
Perangkat Daerah yang 
telah menerapakan 

    

2 16 03 2.02 

Pengelolaan e-
government Di 
Lingkup Pemerintah 
Daerah Kabupaten/ 
Kota  

Kabupat
en 

Mamuju 
Mamuju  

Persentase Layanan Publik 
yang diselenggarakan secara 
online 

86%   
Pengelolaan e-
government Di 
Lingkup Pemerintah 
Daerah Kabupaten/ 
Kota 

Kabupate
n Mamuju 
Mamuju  

Persentase Layanan Publik 
yang diselenggarakan 
secara online 

86%   

Persentase perangkat daerah 
yang memiliki portal dan situs 
web yang sesuai standar 

89%   

Persentase perangkat 
daerah yang memiliki portal 
dan situs web yang sesuai 
standar 

89%   

2 16 03 2.02 
17 

Koordinasi pengelolaan 
Data dan informasi  

Kabupat
en 

Mamuju 
Mamuju  

Jumlah data dan informasi yang 
dipetakan berdasarkan 
Arsitektur SPBE pemerintah 
daerah 

12 
Laporan 

57.166.000 
Koordinasi pengelolaan 
Data dan informasi  

Kabupaten 
Mamuju 
Mamuju  

Jumlah data dan informasi 
yang dipetakan berdasarkan 
Arsitektur SPBE pemerintah 
daerah 

12 
Laporan 

44.587.970 

2 16 03 2.02 
18 

Koordinasi penyusunan 
dan/atau reviu arsitektur 
dan peta rencana SPBE 
Pemerintah daerah 

Kabupat
en 

Mamuju 
Mamuju  

Jumlah dokumen arsitektur 
SPBE Pemerintah Daerah yang 
memuat 6 domain arsitektur dan 
peta rencana yang diusulkan 

12 
Laporan 

71.683.000 

Koordinasi penyusunan 
dan/atau reviu arsitektur 
dan peta rencana SPBE 
Pemerintah daerah 

Kabupaten 
Mamuju 
Mamuju  

Jumlah dokumen arsitektur 
SPBE Pemerintah Daerah 
yang memuat 6 domain 
arsitektur dan peta rencana 
yang diusulkan 

12 
Laporan 

9.900.000 
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2 16 03 2.02 
21 

penyelenggaraan sistem 
penghubung layanan 
pemerintah daerah 

Kabupat
en 

Mamuju 
Mamuju  

Jumlah Aplikasi SPBE yang 
terhubung dengan Sistem 
Penghubung Layanan 
Pemerintah Daerah 

12 
Laporan 

24.085.000 
penyelenggaraan sistem 
penghubung layanan 
pemerintah daerah 

Kabupaten 
Mamuju 
Mamuju  

Jumlah Aplikasi SPBE yang 
terhubung dengan Sistem 
Penghubung Layanan 
Pemerintah Daerah 

12 
Laporan 

19.955.000 

2 16 03 2.02 
23 

Koordinasi dan fasilitasi 
penyelenggaraan 
kabupaten atau kota 
cerdas 

Kabupat
en 

Mamuju 
Mamuju  

Jumlah perangkat daerah yang 
mendapatkan sosialisasi 
program Kabupaten/Kota 
Cerdas 

12 
Laporan 

62.238.000 

Koordinasi dan fasilitasi 
penyelenggaraan 
kabupaten atau kota 
cerdas 

Kabupaten 
Mamuju 
Mamuju  

Jumlah perangkat daerah 
yang mendapatkan sosialisasi 
program Kabupaten/Kota 
Cerdas 

12 
Laporan 

47.694.000 

SASARAN PROGRAM           

Meningkatnya pemanfaatan statistik sektoral dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah           

2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK       

2 20 02 
PROGRAM   
PENYELENGGARAAN   
STATISTIK SEKTORAL 

  
Persentase Perangkat Daerah 
Yang Menyediakan Data 
Statistik Sektoral 

100%   

PROGRAM   
PENYELENGGARAAN   
STATISTIK 
SEKTORAL 

  
Persentase Perangkat 
Daerah Yang Menyediakan 
Data Statistik Sektoral 

100%   

2 20 02 2.01 

Penyelenggaraan 
Statistik Sektoral di 
Lingkup Daerah 
Kabupaten/Kota 

  
Persentase Ketersediaan Data 
Satatistik Sektoral PD  

100%   

Penyelenggaraan 
Statistik Sektoral di 
Lingkup Daerah 
Kabupaten/Kota 

  
Persentase Ketersediaan 
Data Satatistik Sektoral PD  

100%   

2 20 02 2.01 
09 

Peningkatan Kualitas 
Data Statistik Sektoral 

Kabupat
en 

Mamuju 
Mamuju  

Persentase kegiatan statistik 
sektoral yang rilis tepat waktu 

80% 7.769.000 
Peningkatan Kualitas 
Data Statistik Sektoral 

Kabupaten 
Mamuju 
Mamuju  

Persentase kegiatan statistik 
sektoral yang rilis tepat waktu 

80% 2.296.000 

2 20 02 2.01 
10 

Penyelenggaraan 
statistik sektoral yang 
sesuai dengan prinsip 
satu data indonesia 

Kabupat
en 

Mamuju 
Mamuju  

Jumlah kegiatan statistik 
sektoral yang telah dilengkapi 
metadata 

1 
Kegiatan 

24.767.000 

Penyelenggaraan 
statistik sektoral yang 
sesuai dengan prinsip 
satu data indonesia 

Kabupaten 
Mamuju 
Mamuju  

Jumlah kegiatan statistik 
sektoral yang telah dilengkapi 
metadata 

1 
Kegiatan 

11.396.350 

2 20 02 2.01 
11 

pelaksanaan proses 
bisnis statistik sektoral 
sesuai standar 

Kabupat
en 

Mamuju 
Mamuju  

Jumlah Statistik Sektoral yang 
sudah meminta rekomendasi 
dari Pembina Data Statistik 

12 
Laporan 

12.445.000 
pelaksanaan proses 
bisnis statistik sektoral 
sesuai standar 

Kabupaten 
Mamuju 
Mamuju  

Jumlah Statistik Sektoral yang 
sudah meminta rekomendasi 
dari Pembina Data Statistik 

12 
Laporan 

9.530.000 

SASARAN PROGRAM           

Meningkatnya keamanan informasi melalui penyelenggaraan persandian           

2 21  URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN        

2 21 02 

PROGRAM   
PENYELENGGARAAN   
PERSANDIAN UNTUK 
PENGAMANAN 
INFORMASI  

Kabupat
en 

Mamuju 
Mamuju  

Persentase Perangkat Daerah 
yang telah menerapkan 
prinsip sistem manajemen 
keamanan informasi 

100%   

PROGRAM   
PENYELENGGARAAN   
PERSANDIAN UNTUK 
PENGAMANAN 
INFORMASI  

Kabupate
n Mamuju 
Mamuju  

Persentase Perangkat 
Daerah yang telah 
menerapkan prinsip sistem 
manajemen keamanan 
informasi 

100%   
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2 21 02 2.01 

Penyelenggaraan 
Persandian Untuk 
Pengamanan Informasi 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota 

Kabupat
en 

Mamuju 
Mamuju  

Jumlah Sarana dan 
Parasarana layanan 
keamanan informasi yang  
dikelola 

100%   

Penyelenggaraan 
Persandian Untuk 
Pengamanan 
Informasi Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Kabupate
n Mamuju 
Mamuju  

Jumlah Sarana dan 
Parasarana layanan 
keamanan informasi yang  
dikelola 

100%   

2 21 02 2.01 
03 

Pelaksanaan Keamanan 
Informasi Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota 
Berbasis Elektronik dan 
Non Elektronik 

Kabupat
en 

Mamuju 
Mamuju  

Jumlah Laporan Monitoring 
Pelaksanaan Keamanan 
Informasi Pemerintah Daerah 

12 
Laporan 

21.171.000 

Pelaksanaan Keamanan 
Informasi Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota 
Berbasis Elektronik dan 
Non Elektronik 

Kabupaten 
Mamuju 
Mamuju  

Jumlah Laporan Monitoring 
Pelaksanaan Keamanan 
Informasi Pemerintah Daerah 

12 
Laporan 

8.013.000 

2 21 02 2.02 

Penetapan Pola 
Hubungan Komunikasi 
Sandi Antar Perangkat 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Kabupat
en 

Mamuju 
Mamuju  

Persentase surat melalui 
Email Sanapati yang diterima 
dan dikirim 

    

Penetapan Pola 
Hubungan Komunikasi 
Sandi Antar Perangkat 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Kabupate
n Mamuju 
Mamuju  

Persentase surat melalui 
Email Sanapati yang 
diterima dan dikirim 

    

2 21 02 2.02 
01 

Operasionalisasi Jaring 
Komunikasi Sandi 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota 

Kabupat
en 

Mamuju 
Mamuju  

Jumlah Perangkat Daerah Yang 
Terhubung dalam Jaring 
Komunikasi Sandi 

12 
Laporan 

16.000.000 

Operasionalisasi Jaring 
Komunikasi Sandi 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota 

Kabupaten 
Mamuju 
Mamuju  

Jumlah Perangkat Daerah 
Yang Terhubung dalam Jaring 
Komunikasi Sandi 

12 
Laporan 

10.040.450 

Total    4.060.960.509         3.626.291.167 
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BAB III 

EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN  

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025 

 

Evaluasi Hasil Capaian RENJA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan 

Persandian Kabupaten Mamuju Triwulan II Tahun 2025  

 

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang 

rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka 

menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pemmbangunan jangka panjang 

daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja 

pemerintah daerah. 

Rencana Strategis (RENSTRA) adalah merupakan amanat Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 

Rencana Strategis pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 

Kabupaten Mamuju Tahun 2022-2026 dimuat dengan mengacu pada Rencana 

Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2022-

2026. Adapun Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi, 

Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju 2022-2026 : 

Tabel 3.1 
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju 
Tahun 2022-2026 

 

Tujuan Sasaran 
Indikator 

Tujuan/Sasaran 

Target Kinerja Sasaran Tahun Ke- 

2022 2023 2024 2025 2026 

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) 

Meningkatnya 
Kualitas Layanan 
Komunikasi, 
Informatika Dan 
Persandian 

 

Indeks kepuasan 
masyarakat terhadap 
layanan komunikasi, 
informatika dan 
Persandian 

80 % 90 % 90 % 90 % 90 % 

Meningkatnya 
Diseminasi Informasi 
dan Komunikasi Publik 

Persentase Cakupan 
Penyebaran Informasi 
dan Komunikasi Publik 
Pemerintah Daerah 

62 % 69 % 79 % 84 % 94 % 

Meningkatnya Kualitas 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan 
Berbasis Elektronik 

Indeks SPBE 2,6 3 2.35 2,5 2,75 

Indeks IPS N/A N/A 1,8 1,9 2 

Meningkatnya 
Keamanan Informasi 
Melalui 
Penyelenggaraan 
Persandian 

Persentase Perangkat 
Daerah Yang Telah 
Menggunakan Sandi 
Dalam Komunikasi 
Perangkat Daerah 

33 % 44 % 56 % 67 % 78 % 

Terselenggaranya 
Birokrasi Perangkat 
Daerah (PD) Yang 
Efektif, Efisien, dan 
Beriorentasi 
Pelayanan Prima 

Nilai AKIP B BB BB A AA 

* Huruf yang di Bold adalah Kondisi akhir yang ingin di capai pada tahun berkenaan 
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3.1 Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025 

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan 

secara terukur, spesifik, bisa dicapai dan rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam 

jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan rumusan tujuan jangka 

menengah, maka ditetapkan sasaran jangka menengah DISKOMINFOSIP 

Kabupaten Mamuju sebagaimana dalam tabel di bawah ini. 

Tabel 3.2 
Sasaran, Indikator dan Target Kinerja DISKOMINFOSIP Tahun 2025 

 

Sasaran Indikator Kinerja 
Target Tahun 

2025 
Realisasi s/d 
Triwulan II 

(1) (2) (3) (4) 

 Indeks kepuasan masyarakat 
terhadap layanan komunikasi, 
informatika dan Persandian 

90 % Proses 

Meningkatnya Diseminasi 
Informasi dan Komunikasi 
Publik 

Persentase Cakupan 
Penyebaran Informasi dan 
Komunikasi Publik Pemerintah 
Daerah 

84 % 33,19 % 

Meningkatnya Kualitas 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Berbasis 
Elektronik 

Indeks SPBE 2,5 Proses 

Indeks IPS 1,9 Proses 

Meningkatnya Keamanan 
Informasi Melalui 
Penyelenggaraan Persandian 

Persentase Perangkat Daerah 
yang Telah Menggunakan 
Sandi Dalam Komunikasi 
Perangkat Daerah 

67 % 80 % 

Terselenggaranya Birokrasi 
Perangkat Daerah (PD) Yang 
Efektif, Efisien, dan 
Beriorentasi Pelayanan Prima 

Nilai AKIP A Proses 

 
Berdasarkan tabel diatas maka hasil capaian jangka menengah 

DISKOMINFOSIP pada posisi sampai dengan triwulan II ini sementara hanya 

dapat memenuhi 2 (dua) sasaran saja yaitu Persentase Cakupan Penyebaran 

Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah dengan target capaian 84% 

dan terealisasi sebesar 33,19 % atau masih Sangat Rendah, dan Persentase 

Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat 

Daerah dengan target capaian 67% dan terealisasi sebesar 80 % dimana 

capaiannya Tinggi hal ini dikarenakan target aktivasi Tanda Tangan Elektronik 

(TTE) untuk pejabat eselon III sudah terealisasi 128 ASN dari target 159 ASN, 

sedangkan untuk sasaran Indeks SPBE belum menghasilkan realisasi disebabkan 

tahapan penilaian untuk penilaian SPBE akan dimulai pada bulan April sesuai surat 

dari KEMENDAGRI demikian pula untuk sasaran Nilai AKIP Perangkat Daerah 

belum menghasilkan realisasi disebabkan penilaian baru akan dilakukan pada 

tahun berikutnya. 
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3.2 Program dan Kegiatan RENJA Perangkat Daerah  

Berdasarkan rumusan tujuan dan sasaran diatas, maka DISKOMINFOSIP 

Kabupaten Mamuju pada RENJA Tahun 2025 merancang pelaksanaan 5 program, 

12 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan yang meliputi tiga urusan yang menjadi 

kewenangan DISKOMINFOSIP yaitu Komunikasi dan Informatika, Statistik dan 

Persandian. 

Indikator target program, kegiatan dan sub kegiatan adalah uraian ringkas 

yang menggambarkan tentang suatu program kegiatan, kegiatan serta sub 

kegiatan yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu kebijakan terhadap 

tujuannya. Indikator kinerja dalam RENJA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik 

dan Persandian Kabupaten Mamuju bertujuan untuk memberi gambaran tentang 

ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan daerah pada DISKOMINFOSIP 

Kabupaten Mamuju. 

Pagu program kegiatan DISKOMINFOSIP dalam Pergeseran APBD Tahun 

2025 adalah sebesar Rp. 3.626.291.167 yaitu untuk Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 3.278.570.657, Program 

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sebesar Rp. 184.307.740, Program 

Pengelolaan Aplikasi Informatika sebesar Rp. 122.136.970, Program 

Penyelenggaraan Statistik Sektoral sebesar Rp. 23.222.350 dan Program 

Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi sebesar                                   

Rp. 18.053.450. 

1. Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 

- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD 

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD 

- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 
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d. Administrasi Umum Perangkat Daerah 

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

- Pengadaan Mebel 

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 

2. Untuk Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik 

a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah 

- Relasi Media 

- Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat 

- Pelayanan Informasi Publik 

- Desiminasi Informasi 

- Penyusunan Konten 

3. Untuk Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 

a. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

- Koordinasi pengelolaan Data dan informasi 

- Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE 

Pemerintah daerah 

- Penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah daerah 

- Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kabupaten atau kota cerdas 

4. Untuk Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 

a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 

- Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral 

- Penyelenggaraan statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data 

indonesia 

- Pelaksanaan proses bisnis statistik sektoral sesuai standar 
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5. Untuk Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi 

a. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota 

- Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 

b. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat 

Kabupaten/Kota 

- Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 
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Hasil pelaksanaan evaluasi terhadap capaian kinerja dan penyerapan dana program kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.3 
Hasil Pelaksanaan Evaluasi Terhadap Capaian Kinerja dan Penyerapan Dana Program Kegiatan 

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju 
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3.2.1 Urusan Penunjang Pemerintahan 

a. Capaian Kinerja Program 

Rata-rata tingkat capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan 

daerah Kabupaten/Kota mencapai 42,47 persen atau dengan predikat 

sangat rendah “SR”.  

b. Capaian Kinerja Anggaran 

Total anggaran program penunjang urusan pemerintahan daerah 

Kabupaten/Kota sebesar Rp. 3.278.570.657 dengan realisasi sebesar                 

Rp. 1.604.057.649 atau mencapai 44,25 persen dengan predikat kinerja 

sangat rendah “SR”. Adapun rata-rata capaian output kegiatan masih sangat 

rendah dikarenakan adanya penyesuaian efisiensi anggaran sesuai dengan 

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 

Pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota 

dengan sasaran Peningkatan Layanan Urusan Pemerintah Daerah. Program ini 

didukung oleh 7 Kegiatan dan 19 Sub Kegiatan dengan capaian sebagai                

berikut : 

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah dengan indikator jumlah dok/laporan, perencanaan, penganggaran, 

dan evaluasi kinerja PD yang disusun dengan target kinerja 10 dok/laporan 

dan realisasi sampai dengan triwulan 2 sebesar 7 dok/laporan atau 

mencapai 70 persen, dengan kinerja keuangannya mencapai 37,31 persen 

dan predikat kinerja sangat rendah “SR”. 

• Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

dengan indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang 

tersusun dimana target 2 dok/laporan, terealisasi 1 dok/laporan Renja 

Perubahan atau 50 persen dan kinerja keuangan mencapai 5,96 pesen. 

• Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan 

indikator Jumlah Dokumen RKA dan RKAP yang disusun dimana target 

2 dok/laporan, terealisasi 1 dok/laporan RKAP atau 50 persen dan kinerja 

keuangan mencapai 12,10 pesen. 

• Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan indikator 

Jumlah Dokumen DPA dan DPPA yang disusun dimana target 2 

dok/laporan, terealisasi 1 dok/laporan atau 50 persen dan kinerja 

keuangan mencapai 62,04 pesen. 
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• Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator 

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dimana dengan 

target 4 dok/laporan, terealisasi 4 dok/laporan atau 100 persen. Namun 

kinerja keuangannya hanya mencapai 69,10 persen saja. 

2. Kegiatan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator 

Jumlah dok/laporan  adm. Keuangan yang disusun dengan target kinerja 36 

dok/laporan dan realisasi sampai dengan triwulan 2 sebesar 18 dok/laporan 

atau mencapai 50,00 persen, dengan kinerja keuangannya mencapai 57,62 

persen dan predikat kinerja sangat rendah “SR”. 

• Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator 

Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan Capaian kinerja 

kegiatan mencapai 50,00 persen untuk 28 orang selama 6 bulan dengan 

6 Laporan dan kinerja keuangan sudah mencapai 52,22 persen. Faktor 

pendorong capaian kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN adalah sudah terpenuhinya kebutuhan pembayaran gaji dan 

tunjangan ASN perbulan dari 28 ASN yang ada di DISKOMINFOSIP. 

• Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD dengan indikator Jumlah Jasa Penatausahaan dan 

Pegujian/Verifikasi keuangan SKPD dengan target 12 Dokumen, 

terealisasi 6 Dokumen atau mencapai 50,00 persen dengan kinerja 

keuangannya mencapai 83.09 persen. 

• Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan indikator Jumlah Laporan 

keuangan yang disusun dengan target 10 Laporan, terealisasi 6 

Dokumen atau mencapai 50,00 persen dengan kinerja keuangannya 

mencapai 39,54 persen. 

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan 

indikator Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 

12 Laporan dan realisasi sampai dengan triwulan 2 sebesar 3 Laporan atau 

mencapai 50 persen, dengan kinerja keuangannya mencapai 89,63 persen 

dan predikat kinerja Tinggi “T”. 

• Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD denfgan 

indikator Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada 

SKPD 12 Laporan dan realisasi sampai dengan triwulan 2 sebesar 6 

Laporan atau mencapai 50 persen, dengan kinerja keuangannya 

mencapai 89,63 persen. 
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4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator Jumlah 

Laporan Penyediaan Barang dan Jasa 12 Laporan dan realisasi sampai 

dengan triwulan 2 sebesar 3 Laporan atau mencapai 15 persen, dengan 

kinerja keuangannya mencapai 5,69 persen dan predikat kinerja sangat 

rendah “SR”. 

• Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan 

indikator Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia 

dengan target 1 paket, realisasi kinerja dan keuangan masih nihil. 

• Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan indikator 

Jumlah bahan logistik yang tersedia dengan target 2 paket, terealisasi 1 

paket atau mencapai 50 persen denga kinerja keuangannya mencapai 

70,56 persen. 

• Sub Keuangan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan 

indikator Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan dengan target 5 

paket, terealisasi 2 paket atau mencapai 40 persen dengan kinerja 

keuangannya mencapai 34,68 persen. 

• Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

dengan indikator Jumlah laporan hasil rapat luar dan dalam daerah yang 

dikoordinasikan dengan target 20 Laporan, terealisasi 3 Laporan atau 

mencapai 15,00 persen dengan kinerja keuangannya mencapai 20,49 

persen. 

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah dengan indikator Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12 Laporan dimana kegiatan ini 

belum terealisasi sampai dengan triwulan 2 ini, yang mana sub kegiatannya 

tersebut adalah  

• Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dengan indikator Jumlah Mebel yang 

diadakan dengan target 13 Unit tidak dilaksanakan karena efisiensi 

anggaran. 

• Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan indikator 

Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor diadakan dengan target 5 unit, 

terealisasi 5 unit atau mencapai 40,00 persen dengan kinerja 

keuangannya mencapai 81,22 persen. 

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1 

Laporan dan realisasi sampai dengan triwulan 2 mencapai 50,00 persen, 
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dengan kinerja keuangannya mencapai 40,66 persen dan predikat kinerja 

sangat rendah “SR”. 

• Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

dengan indikator Jumlah Laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan 

listrik yang disediakan dengan target 12 laporan, terealisasi 6 laporan 

atau mencapai 50,00 persen dengan kinerja keuangannya 33,91 persen. 

• Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan 

indikator Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan target 

12 laporan, terealisasi 6 laporan atau mencapai 50,00 persen dengan 

kinerja keuangannya mencapai 47,40 persen. 

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah dengan indikator Jumlah laporan Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 laporan 

dan realisasi sampai dengan triwulan 2 mencapai 44,76 persen, dengan 

kinerja keuangannya mencapai 63,37 persen dan predikat kinerja sangat 

rendah “SR”. 

• Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 

Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

dengan indikator Jumlah Kendaraan Operasional Lapangan roda 2 dan 4 

yang dipelihara dengan target 7 unit, terealisasi 1 unit atau mencapai 

14,29 persen dengan kinerja keuangan mencapai 73,49 persen. 

• Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan 

indikator Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara dengan 

target 10 unit, terealisasi 2 unit atau 20,00 persen dengan kinerja 

keuangannya mencapai 16,63 persen. 

• Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya dengan indikator Jumlah Gedung Kantor terpelihara dengan 

target 1 unit, terealisasi 1 unit atau 100,00 persen dengan kinerja 

keuangannya mencapai 100,00 persen. 

 
3.2.2 Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi Dan Informatika 

a. Capaian Kinerja Program 

Rata-rata tingkat capaian kinerja program pengelolaan informasi dan 

komunikasi publik mencapai 27,33 persen atau dengan predikat sangat 

rendah “SR”. Sedangkan Rata-rata tingkat capaian kinerja program 

pengelolaan aplikasi informatika mencapai 37,50 persen atau dengan 

predikat sangat rendah “SR”. 

 



29 
 

b. Capaian Kinerja Anggaran 

Total anggaran program pengelolaan informasi dan komunikasi publik 

sebesar Rp. 184.307.740 dengan realisasi sebesar Rp. 77.115.900 atau 

mencapai 33,55 persen dengan predikat kinerja sangat rendah “SR”, dan 

program pengelolaan aplikasi informatika sebesar Rp. 122.136.970 dengan 

realisasi sebesar Rp. 40.531.775 atau mencapai 29.85 persen dengan 

predikat kinerja sangat rendah “SR”.  

Pelaksanaan Program Informasi dan Komunikasi Publik dengan sasaran 

Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik. 

Program ini didukung oleh 1 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan dengan capaian 

sebagai berikut : 

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase konten informasi terkait 

program dan kebijakan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang 

dipublikasi 100 persen dan realisasi sampai dengan triwulan 2 mencapai 

27,33 persen, dengan kinerja keuangannya mencapai 33,55 persen dan 

predikat kinerja sangat rendah “SR”. 

• Sub Kegiatan Relasi Media dengan indikator Jumlah Aktivitas relasi 

media yang memenuhi kriiteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan 

pers. 2. terdaftar di Dinas Kominfo. 3. aktif dalam kegiatan relasi media 

dengan target 12 Laporan, terealisasi 6 laporan atau 50,00 persen 

dengan kinerja keuangannya mencapai 48,00 persen. 

• Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi 

Masyarakat dengan indikator Jumlah Komunitas Informasi Yang Aktif 

Mendiseminasikan Informasi dan Terdaftar di Dinas Kominfo dengan 

target 60 Komunitas, terealisasi 7 komunitas atau 11,67 persen dengan 

kinerja keuangannya mencapai 13,30 persen. 

• Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dengan indikator Jumlah 

Permohonan Informasi Publik dengan target 20 pemohon, realisasi 

kinerja dan keuangan masih nihil. 

• Sub Kegiatan Diseminasi Informasi dengan indikator Persentase 

Khalayak yang terpapar informasi publik dengan target 100 persen, 

terealisasi 50,00 persen atau 50.00 persen dengan kinerja keuangannya 

mencapai 33,51 persen.  

• Sub Kegiatan Penyusunan Konten dengan indikator Jumlah Konten 

Informasi Publik dengan target 140 Konten, terealisasi 35 konten atau 

25,00 persen dengan kinerja keuangannya mencapai 57,67 persen. 
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Pelaksanaan Program Aplikasi Informatika dengan sasaran Persentase 

perangkat daerah yang menerapkan layanan SPBE. Program ini didukung                

oleh 1 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan (100 persen) dengan capaian sebagai 

berikut : 

1. Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 20 persen dan realisasi sampai dengan triwulan 2 

mencapai 37,50 persen, dengan kinerja keuangannya mencapai 29,85 

persen dan predikat kinerja sangat rendah “SR”. 

• Sub Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi dengan 

indikator dengan target 12 laporan, terealisasi 6 laporan atau 50,00 

persen dengan kinerja keuangannya mencapai 54,40 persen. 

• Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan/atau Revisi Arsitektur dan 

Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dengan indikator Jumlah 

dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain 

arsitektur dan peta rencana yang diusulkan dengan target 2 Dokumen, 

realisasi kinerja dan keuangan masih nihil. 

• Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan 

Pemerintah Daerah dengan indikator Jumlah Aplikasi SPBE yang 

terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah 

dengan target 12 Laporan, terealisasi 6 laporan atau 50,00 persen 

dengan kinerja keuangannya mencapai 53,07 persen. 

• Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau 

Kota Cerdas dengan indikator Jumlah perangkat daerah yang 

mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas  dengan target 

12 laporan, terealisasi 6 laporan atau 50,00 persen dengan kinerja 

keuangannya mencapai 11,92 persen. 

 
3.2.3 Urusan Pemerintah Bidang Statistik 

a. Capaian Kinerja Program 

Rata-rata tingkat capaian kinerja program penyelenggaraan statistik 

sektoral mencapai 0,00 persen atau dengan predikat masih nihil “FALSE”.  

b. Capaian Kinerja Anggaran 

Total anggaran program penyelenggaraan statistik sektoral sebesar                     

Rp. 44.981.000 dengan realisasi sebesar Rp. 0 atau mencapai 0,00 persen 

dengan predikat kinerja masih nihil “FALSE”. Adapun rata-rata capaian 

output kegiatan masih masih nihil. 

Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan sasaran 

Persentase Perangkat Daerah Yang Menyediakan Data Statistik Sektoral. 
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Program ini didukung oleh 1 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan (100 persen) dengan 

capaian sebagai berikut : 

1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah 

Kabupaten/Kota dengan indikator Presentase perangkat daerah yang 

menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan dan 

evaluasi pembangunan daerah 80 persen dan realisasi triwulan 1 mencapai 

0.00 persen, dengan kinerja keuangannya mencapai 0,00 persen dan 

predikat kinerja masih nihil “FALSE”. 

• Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral dengan 

indikator Persentase Kegiatan Statistik Sektoral Yang Rilis Tepat Waktu 

dengan target 80 persen, realisasi kinerja dan keuangan masih nihil. 

• Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Yang Sesuai Dengan 

Prinsip Satu Data Indonesi dengan indikator Jumlah kegiatan statistik 

sektoral yang telah dilengkapi metadata dengan target 1 Kegiatan, 

realisasi kinerja dan keuangan masih nihil. 

• Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai 

Standar dengan indikator Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta 

rekomendasi dari Pembina Data Statistik dengan target 1 dokumen, 

realisasi kinerja dan keuangan masih nihil. 

 
3.2.4 Urusan Pemerintah Bidang Persandian 

a. Capaian Kinerja Program 

Rata-rata tingkat capaian kinerja program penyelenggaraan persandian 

untuk pengamanan informasi mencapai 31,25 persen atau dengan predikat 

sangat rendah “SR”.  

b. Capaian Kinerja Anggaran 

Total anggaran program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan 

informasi sebesar Rp. 18.053.450 dengan realisasi sebesar Rp. 7.398.000 

atau mencapai 33,78 persen dengan predikat kinerja sangat rendah “SR”.  

Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan 

Informasi dengan sasaran Persentase Perangkat Daerah yang telah 

menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi. Program ini 

didukung oleh 2 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan dengan capaian sebagai                

berikut : 

1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Sarana dan 

Parasarana layanan keamanan informasi yang dikelolah 50 persen dan 

realisasi sampai dengan triwulan 2 mencapai 25,00 persen, dengan kinerja 
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keuangannya mencapai 20,57 persen dan predikat kinerja Sangat Rendah 

“SR”. 

• Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi PemerintahanDaerah 

Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik dengan indikator 

Jumlah laporan monitoring pelaksanaan keamanan informasi pemerintah 

daerah dengan taget 12 laporan, terealisasi 3 laporan atau 25,00 persen 

dengan kinerja keuangannya mencapai 20,57 persen. 

2. Kegiatan Penetapan  Pola  Hubungan  Komunikasi  Sandi Antar Perangkat 

Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator Persentase surat melalui Email 

Sanapati yang diterima dan dikirim 50 persen dan realisasi sampai dengan 

triwulan 2 mencapai 50,00 persen, dengan kinerja keuangannya mencapai 

57,27 persen dan predikat kinerja Sangat Rendah “SR”. 

• Sub Kegiatan OperasionalisasiJaring Komunikasi Sandi Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah surat melalui Email 

Sanapati yang diterima dan dikirim 12 laporan, terealisasi 6 laporan atau 

50,00 persen dengan kinerja keuangannya mencapai 57,27 persen. 
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BAB IV  

ANALISIS DAN PERMASALAHAN 

 

4.1 Analisis Hasil Capaian Kinerja 

4.1.1 Capaian Sasaran Meningkatnya Diseminasi Informasi dan Komunikasi 

Publik 

Tabel 4.1 
Analisis Hasil Capaian  

Sasaran Meningkatnya Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik 
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian  

Kabupaten Mamuju 
 

Sasaran Indikator Kinerja 
Target Tahun 

2025 

Realisasi 
s/d 

Triwulan II 
(1) (2) (3) (4) 

Meningkatnya 
Diseminasi 
Informasi dan 
Komunikasi Publik 

Persentase Cakupan 
Penyebaran Informasi 
dan Komunikasi Publik 
Pemerintah Daerah 

84 % 33,19 % 

 

Rencana aksi yang telah dilakukan yaitu : 

1. Terlaksananya Penyebaran Informasi Terkait dengan Pencegahan 

Stunting, Sosialisasi Sampah dan Diseminasi pembayaran Pajak Bumi 

dan Bangunan (PBB) Tepat Waktu melalui penyebaran informasi lewat 

kendaraan keliling sebanyak 9 kali di 7 Kecamatan selama Januari-Juni; 

2. Terlaksananya pelayanan Sound System sebanyak 3 kali untuk kegiatan-

kegiatan Pemerintah Daerah; 

3. Terlaksananya diseminasi informasi melalui pembuatan spanduk/baliho 

informasi hari besar Nasional dan informasi pembangunan pemerintah 

Kabupaten Mamuju; 

4. Terpublikasikannya peliputan kegiatan Kepala Daerah dan perangkat 

daerah Kabupaten Mamuju sebanyak 155 kali selama bulan Januari-Juni 

melalui media sosial dan website Pemerintah Kabupaten Mamuju yang 

dikelola oleh Bidang Informasi dan Komunikasi Publik; 

5. Terlaksananya kerjasama media online sebanyak 95 kali rilis dan media 

cetak sebanyak 4 kali rilis selama Januari-Juni; 

6. Pengelolaan layanan aduan masyarakat melalui Lapor SP4N sebanyak 

3 aduan selama Januari-Juni, yang mana aduan tersebut telah 

terdistribusikan ke Perangkat Daerah (PD) yang bersangkutan. 
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4.1.2 Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan 

Pemerintahan Berbasis Elektronik 

Tabel 4.2 
Analisis Hasil Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas 

Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik 
 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian  

Kabupaten Mamuju 

Sasaran Indikator Kinerja 
Target Tahun 

2025 

Realisasi 
s/d 

Triwulan II 
(1) (2) (3) (4) 

Meningkatnya 
Kualitas 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan 
Berbasis Elektronik 

Indeks SPBE 2,5 Proses 

Indeks IPS 1,9 N/A 

 
Pada Sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran dengan 

indikator kinerja Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). 

Penilaian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, meliputi 

empat domain yaitu kebijakan internal SPBE, Tata kelola SPBE, Manajemen 

SPBE dan Layanan SPBE. 

Rencana aksi yang telah dilakukan yaitu : 

1. Terlaksananya fasilitasi Zoom Meeting KDH/WKDH serta Perangkat 

Daerah sebanyak 36 Kegiatan selama Januari-Juni terkait ; 

2. Tersedianya data Desa dan Puskesmas  yang berada di pedalaman dan 

terpencil yang belum tersedia jaringan internet yaitu 39 Desa di 10 

Kecamatan dan 9 Puskesmas. 

3. Terlaksananya Evaluasi Mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE) yang sampai saat ini masih dalam tahap persiapan 

sosialisasi untuk Perangkat Daerah dan sekaligus pengumpulan data 

terkait penggunaan instrumen 47 indikator dengan berdasarkan pada 

Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan 

dan Evaluasi SPBE. 

4. Terlaksananya pengelolaan dan pemeliharaan server, website 

Pemerintah Kabupaten Mamuju serta aplikasi-aplikasi Pemerintah yang 

menjadi tanggung jawab DISKOMINFOSIP.   

Untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan 

Berbasis Elektronik dengan indikator Indeks Pembangunan Statistik (IPS) 

bertujuan meningkatkan kualitas data statistik sektoral dengan rencana aksi 

yang dilakukan yaitu :                         
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1. Terlaksananya Penyelenggaraan SDI Kab.Mamuju yaitu Forum SDI,   

Tim SDI, Kebijakan SDI dan Diseminasi SDI; 

2. Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral 

(EPSS) yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dimana 

pelaksanaan kegiatan tersebut pada tahun 2025 ini tidak dapat 

dilaksanakan dikarenakan perubahan proses bisnis EPSS di tingkat 

pusat, akan tetapi tahapan pelaksanaan evaluasi tersebut tetap 

dilaksanakan untuk mempersiapkan EPSS tahun depan yaitu dengan 

Penetapan Diknas dan Disdukcapil sebagai produsen data untuk EPSS 

tahun 2025 dan Pengelolaan E-Walidata pada aplikasi SIPD; 

3. Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar yang telah 

memiliki rekomendasi dari pembina data yaitu BPS. 

Kegiatan Statistik Sektoral ini belum maksimal di laksanakan karena sampai 

saat ini Peraturan Bupati tentang Kelembagaan Dinas Kominfo masih pada 

tahap pembahasan di Provinsi sehingga ada beberapa kebijakan terkait 

kegiatan statistik sektoral belum dapat dilaksanakan sehingga program 

tersebut belum nampak capaian kinerjanya. 

 
4.1.3 Capaian Sasaran Meningkatnya Keamanan Informasi Melalui 

Penyelenggaraan Persandian 

Tabel 4.3 
Analisis Hasil Capaian Sasaran Meningkatnya Keamanan Informasi 

Melalui Penyelenggaraan Persandian 
 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian  

Kabupaten Mamuju 
 

Sasaran Indikator Kinerja 
Target Tahun 

2025 

Realisasi 
s/d 

Triwulan II 
(1) (2) (3) (4) 

Meningkatnya 
Keamanan 
Informasi Melalui 
Penyelenggaraan 
Persandian 

Persentase 
Perangkat Daerah 
yang Telah 
Menggunakan Sandi 
Dalam Komunikasi 
Perangkat Daerah 

67 % 80 % 

 

Rencana aksi yang telah dilakukan yaitu 

1. Terlaksananya pengaktivasian Tanda tangan Elektronik (TTE) dengan 

menargetkan ASN dengan jabatan Eselon II, Eselon III dan Eselon IV 

untuk tahun 2025 dan selama Januari – Juni sudah terealisasi sebanyak 

128 ASN yang telah memiliki dan memanfaatkan TTE; 
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2. Terlaksananya pengelolaan Email Sanapati dimana Email Sanapati ini 

merupakan e-mail khusus dengan user tertentu dengan enkripsi yang 

lebih kompleks sehingga mempunyai tingkat keamanan yang tinggi. 

Realisasi surat yang masuk melalui email sanapati 127 kali penerimaan 

dan pengantaran selama Januari-Juni.  

 
4.1.4 Capaian Sasaran Terselenggaranya Birokrasi Perangkat Daerah (PD) 

Yang Efektif, Efisien, dan Beriorentasi Pelayanan Prima 

Tabel 4.4 
Analisis Hasil Capaian Sasaran Terselenggaranya Birokrasi Perangkat 
Daerah (PD) Yang Efektif, Efisien, dan Beriorentasi Pelayanan Prima 

 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian  
Kabupaten Mamuju 

 

Sasaran Indikator Kinerja 
Target Tahun 

2025 

Realisasi 
s/d 

Triwulan II 
(1) (2) (3) (4) 

Terselenggaranya 
Birokrasi 
Perangkat Daerah 
(PD) Yang Efektif, 
Efisien, dan 
Beriorentasi 
Pelayanan Prima 

Nilai AKIP A Proses 

 

Rencana aksi yang telah dilakukan yaitu 

1. Tersedianya dokumen perencanaan dan capaian kinerja 

DISKOMINFOSIP tepat waktu; 

2. Terpenuhinya sarana dan prasarana ASN lingkup DISKOMINFOSIP 

dalam menunjang pelaksanaan tugas; 

 
4.2 Permasahan yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan RENJA Pada Triwulan II 

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam masing-masing bidang urusan 

adalah sebagai berikut : 

1. Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika 

Permasalahan dihadapi oleh DISKOMINFOSIP Kabupaten Mamuju dalam 

pelaksanaan bidang urusan Komunikasi dan Informatika antara lain : 

1. Kendaraan operasional untuk kegiatan informasi keliling mengalami 

kerusakan sehingga untuk sementara tidak dapat dimanfaatkan karena 

biaya pemeliharaannya terkena dampak dari efisiensi anggaran; 

2. Belum optimalnya keterbukaan informasi publik; 
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3. Belum optimalnya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

(SPBE); 

4. Saat ini DISKOMINFOSIP Kabupaten Mamuju belum memilliki gedung 

kantor yang representative sehingga kebutuhan ruangan khusus untuk 

melaksanakan kegiatan seperti ruangan server, studio, ruang editing, 

peralatan IT dan peralatan jurnalistik serta publikasi yang terbatas; 

5. Kurangnya ASN yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan urusan 

komunikasi dan informatika yaitu Programer, Teknisi Jaringan, Videografer, 

Fotografer, Designer Grafis; 

6. Ruang pusat data yang tidak memenuhi standar kelayakan. 

2. Bidang Urusan Statistik 

Permasalahan dihadapi oleh DISKOMINFOSIP Kabupaten Mamuju dalam 

pelaksanaan bidang urusan Statistik antara lain : 

1. Belum optimalnya penyusunan metadata statistik sektoral Perangkat 

Daerah (PD) di lingkungan Pemkab Mamuju; 

2. Belum adanya ASN yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan urusan 

statistik yaitu Statistisi. 

3. Bidang Urusan Persandian 

Permasalahan dihadapi oleh DISKOMINFOSIP Kabupaten Mamuju dalam 

pelaksanaan bidang urusan Persandian antara lain : 

1. Belum maksimalnya keamanan siber pada sistem informasi Pemerintah 

Daerah karena tidak ada sumberdaya manusia teknis di bidang Keamanan 

Jaringan dan Web. 

2. Belum terdapatnya pengamanan firewall pada jaringan server 

DISKOMINFOSIP. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil evaluasi pelaksanaan RENJA DISKOMINFOSIP sampai dengan 

Triwulan II Tahun 2025, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :  

1. Koordinasi yang baik antar unit kerja di DISKOMINFOSIP yang dikoordinasikan 

oleh Sekretariat dalam hal pengawalan target kinerja yang telah ditetapkan 

dalam dokomen RENJA dan dalam hal pengawalan target anggaran 

Program/Kegiatan yang dilaksanakan secara berkala untuk memastikan 

realisasi kinerja dan anggaran selaras dengan target yang telah ditetapkan; 

2. Mekanisme perencanaan dan penganggaran di Pemerintah Kabupaten Mamuju 

dilaksanakan tetap waktu sesuai dengan tahapan perencanaan dan 

penganggaran sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-

undangan, sehingga apabila terjadi pergeseran kinerja dan anggaran dapat 

dilakukan secara optimal; 

3. Konsistensinya nama kegiatan dan nama sub kegiatan dalam RENJA Tahun 

2025 dengan DPA PD Tahun 2025 dalam penyusunan RENJA mengacu dengan 

Renstra Perangkat Daerah (RPD) Tahun 2022 - 2026 dan di DPA yang mengacu 

dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 

tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor                    

050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah; 

4. Rata-rata capaian kinerja seluruh program pada DISKOMINFOSIP hingga 

Triwulan II Tahun 2025 mencapai 29,14 persen dengan predikat “Sangat 

Rendah” (SR) sedangkan capaian kinerja anggaran sebesar 30,77 persen 

dengan predikat “Sangat Rendah” (SR). 

 
5.2 Rekomendasi 

 Berdasarkan kesimpulan di atas dan dari hasil pelaksanaan evaluasi 

RENJA DISKOMINFOSIP sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, maka dalam 

rangka peningkatan penyelenggaraan pelaksanaan rencana pembangunan 

daerah, perlu direkomendasikan hal-hal sebagai berikut : 

1. Meningkatkan pengendalian pelaksanaan RENJA Reformasi Birokrasi untuk 

mencapai nilai yang lebih maksimal; 

2. Meningkatkan rata-rata capaian kinerja seluruh program dan capaian kinerja 

anggaran; 
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3. Meningkatkan koordinasi untuk tercapainya sasaran RENJA 2025 ke bidang-

bidang, koordinasi antar Perangkat Daerah (PD) maupun lintas 

Kementerian/Kelembagaan dan lintas sektoral; 

4. Tetap melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas 

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian; 

5. Dalam proses perencanaan khususnya penghitungan anggaran program 

kegiatan agar sedapat mungkin dilakukan secara detail dan menyeluruh 

memperhatikan situasi dan perkembangan sehingga pagu dana yang 

direncanakan sesuai dengan kebutuhan dan dapat meningkatkan tingkat 

capaian realisasi keuangan maupun kinerja pada tahun mendatang. 

Kerjasama di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan 

Persandian Kabupaten Mamuju adalah salah satu kunci keberhasilan dalam 

menyelenggarakan kinerja yang optimal.  

Demikian Laporan Evaluasi Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, 

Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025 ini disusun sebagai 

instrument monitoring kinerja dan harapannya dapat dipergunakan dengan baik untuk 

dievaluasi dan perbaikan kinerja pada periode-periode berikutnya. 


